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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pertanggungjawaban atas kesalahan penangkapan atau kesalahan in persona 

dapat dilakukan melalui sidang disiplin yang dilakukan oleh Kepolisian 

Republik Indonesia sesuai dengan Peraturan Nomor 2 Tahun 2003 tentang 

Peraturan Disiplin Bagi Aparat Penegak Hukum dan Kode Etik Bagi 

Anggota Kepolisian (Peraturan Disiplin Kepolisian). untuk Aparat Penegak 

Hukum). 

2. Elemen paling umum yang mengarah pada penangkapan yang tidak adil 

termasuk kesalahan dan kekacauan administratif, serta informasi palsu yang 

dikumpulkan dari media dan masyarakat umum. Ada kemungkinan bahwa 

petugas Kepolisian Nasional dapat berperilaku lalai dalam menjalankan 

tanggung jawab mereka, yang menyebabkan penangkapan yang salah. 

Selain itu, sering ditemukan aparat kepolisian yang lalai dalam menjalankan 

tugas dan menyalahgunakan wewenangnya. 

 

B. Saran 

1. Pengawasan terhadap pelaksanaan penegakan hukum perlu dilakukan untuk 

menyempurnakan peraturan agar tercipta rasa keadilan dan kepastian 

hukum, serta perlu peningkatan sumber daya manusia yang tersedia bagi 

penyidik agar tidak bertindak terlalu cepat dalam menangani suatu perkara. 
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kasus untuk mencegah hal ini terjadi lagi. Selain itu, penyidik kepolisian 

harus berhati-hati dalam melakukan penyidikan dan pengumpulan data, 

serta perlunya melakukan penyidikan yang ekstensif agar tidak terjadi 

kesalahan penangkapan.  

2. Dalam skenario ini, polisi harus berhati-hati dalam melakukan penyelidikan 

dan, yang lebih penting, mereka harus sebisa mungkin berpegang pada 

asumsi tidak bersalah. Untuk memperoleh keadilan dan hak-haknya, korban 

harus menggunakan upaya hukum yang ada, seperti penahanan praperadilan, 

sesuai dengan Pasal 95 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan “Tersangka, 

terdakwa, dan terpidana berhak untuk menuntut kompensasi karena 

ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili.” atau dikenakan tindakan lain, 

tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kesalahan mengenai 

orang atau hukum yang diterapkan." Dalam skenario ini, korban harus 

mengajukan tuntutan ganti rugi kepada penyidik polisi yang secara salah 

menahannya atau dia. 
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